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BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perusahaan 
1. Pengertian Perusahaan/PT 
Menurut Rachmadi Usman, dengan mengacu pada pengertian perusahaan 
menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 meliputi bentuk usaha (company) dan 
sekaligus jenis usaha (business). Jadi, Perusahaan adalah badan usaha yang 
menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan 
perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmatig), terang-
terangan (openlijk).
16
 
Molengraaff mengemukakan bahwa baru dikatakan perusahaan jika secara 
terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan 
atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak 
juga menambahkan dalam perusahaan menurut Molengraaff dengan keharusan 
membuat pembukuan, sedangkan pemerintahan belanda juga mengemukakan 
perusahaan adalah apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-
putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba 
bagi dirinya sendiri. Jadi jelaslah bahwa seseorang baru dapat menjalankan suatu 
perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam 
pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara di mana ia 
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29 
menurut imbangan lebih banyak mempergunakan modal dari mempergunakan 
tenaganya sendiri.
17
 
Perusahaan yang didirikan untuk tujuan total profit, yang paling utama adalah 
perlu dipikirkan seberapa lama pengembalian dana yang ditanam di proyek tersebut 
agar segera kembali. Artinya, sebelum perusahaan dijalankan, maka terlebih dahulu 
perlu dihitung apakah proyek atau usaha yang akan dijalankan benar-benar dapat 
mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut dalam jangka 
waktu tertentu dan dapat memberikan keuntungan finansial lainnya seperti yang 
diharapkan. Jika tidak, maka sebaiknya perusahaan jangan dijalankan. Disamping 
dapat mencapai keuntungan financial, bagi pemilik usaha jenis ini juga diharapkan 
bisa memberikan manfaat bagi karyawan yang bekerja pada proyek tersebut, 
masyarakat di sekitar proyek maupun bagi pemerintah. Jenis perusahaan yang bersifat 
total profit ini biasanya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).
18
 
Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak 
zaman Hindia-Belanda, seperti Firma, CV (Commanditaire Vennootshap), dan 
Perseroan, di mana dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah Perusahaan 
saja.
19
 Ada dua macam Perusahaan, yang pertama Perusahaan Swasta merupakan 
yang modal seluruhnya  dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah 
yang terdiri dari Perusahaan swasta Nasional, Perusahaan swasta asing, dan 
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30 
Perusahaan swasta campuran (joint venture). Yang kedua Perusahaan Negara yang 
merupakan Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya milik Negara Indonesia. 
2. Bentuk-bentuk Perusahaan 
Pada prinsipnya, perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian 
yang diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan peraturan perundang-undangan 
lainnya terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 
a. Perusahaan perseorangan, atau disebut dengan perusahaan individu, adalah 
badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat 
membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua 
orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk 
mendirikannya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, 
jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki pekerja/buruh yang sedikit, dan 
penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Perusahaan perseorangan 
dapat berbentuk perusahaan dagang/jasa (misalnya took swalayan atau biro 
konsultan) dan perusahaan industry. Contoh perusahaan perseorangan seperti 
took kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain 
sebagainya. 
b. Perusahaan persekutuan badan hukum yang dapat berbentuk Perseroan 
Terbatas (PT), koperasi, dan BUMN. Perseroan terbatas adalah organisasi 
bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua 
orang, dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa 
melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada didalamnya. Didalam 
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perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena 
dapt menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. 
Untuk mendirikan perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal 
dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. 
c. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum atau disebut juga perusahaan 
persekutuan, yang artinya badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih 
yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Badan 
usaha yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan 
perdata, persekutuan firma, dan perseroan komanditer. Utnuk mendirikan 
badan usaha persekutuan dibutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah 
yang terkait.  
Dengan demikian, perusahaan-perusahaan ada yang berbadan hukum dan ada pula 
yang tidak berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri dari perusahaan-
perusahaan swasta yang didirikan oleh perseorangan atau beberapa orang secara kerja 
sama dan perusahaan Negara yang didirikan dan dimiliki oleh Negara.
20
 
B. Hukum Ketenagakerjaan 
Hukum Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis 
maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
21
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Sebagai makhluk hidup tentunya manusia mempunyai kebutuhan yang 
beraneka ragam, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, maka untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut manusia diharuskan untuk bekerja agar mendapatkan imbalan dari 
apa yang ia kerjakan sehingga imbalan tersebut dapat digunakan untuk membeli 
sesuatu yang dibutuhkan karena manusia ingin memenuhi kebutuhannya dan tidak 
akan tercapai tanpa adanya daya upaya dari manusia itu sendiri. 
Kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan bukanlah orang yang bekerja atas 
usahanya sendiri, tetapi yang bekerja pada orang atau pihak lain. Hukum 
ketenagakerjaan ini adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Dan 
dahulunya hukum ketenagakerjaan disebut dengan hukum perburuhan yang 
merupakan terjemahan dari arbeidsrechts.
22
 
Namun karena ketentuan ini sangat luas maka diadakan pembatasan-
pembatasan tentang macam pekerjaan yang tidak tercakup dalam hukum perburuhan, 
yakni : 
“hukumperburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku (segala peraturan-
peraturan) yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan kerja antara buruh (pekerja) 
dengan majikan atau perusahaannya, mengenai tata cara kehidupan dan tata kerja 
yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut”.23 
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Prof. Imam Soepomo berpendapat bahwa hukum perburuhan adalah suatu 
himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian 
dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 
Molenaar juga memberikan batasan pengertian dari arbeidsrechts adalah bagian 
dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh 
dengan majikan ,antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.
24
 
1. Sejarah/riwayat hukum ketenagakerjaan 
Asal mula adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa 
fase jika kita lihat pada abad 120 SM, ketika bangsa Indonesia ini mulai ada sudah 
dikenal adanya sistem gotong royong , antara anggota masyarakat. Dimana gotong 
royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan 
keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa sibuk 
dengan tidak mengenal suatu balas jasa dalam bentuk materi. Sifat gotong royong ini 
memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena berintikan 
kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua orang. Gotong royong ini nantinya 
menjadi sumber terbentuknya hukum ketenagakerjaan adat, dimana walaupun 
peraturannya tidak secara tertulis, namun hukum ketenagakerjaan adat ini merupakan 
identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan 
penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad keabad. 
Setelah memasuki abad masehi, ketika sudah mulai berdiri suatu kerajaan di 
Indonesia hubungan kerja berdasarkan perbudakan, seperi saat jaman kerajaan hindia 
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belanda pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan, antara lain: brahmana, 
ksatria, waisya, sudra, dan paria, dimana kasta sudra merupakan kasta paling rendah 
golongan sudra & paria ini menjadi budak dari kasta brahmana, ksatria, dan waisya 
mereka hanya menjalankan kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para 
majikan. 
Sama halnya dengan Islam walaupun tidak secara tegas adanya sistem 
pengangkatan namun sebenarnya sama saja. Pada masa ini kaum bangsawan (raden) 
memiliki hak penuh atas para tukang nya. Nilai-nilai keislaman tidak dapat 
dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah 
berlaku 6 abad-abad sebelumnya. 
Berbicara tentang sejarah atau riwayat hukum ketenagakerjaan yang dimulai 
dengan suatu masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan dan rodi pada zaman 
penjajahan. Pada saat masa pendudukan hindia belanda di Indonesia kasus 
perbudakan semakin meningkat perlakuan terhadap budak sangat keji & tidak 
berprikemanusiaan. Satu-satunya penyelesaiannya adalah mendudukan para budak 
pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. 
Perbudakan adalah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak 
melakukan pekerjaan dibawah pimpinan orang lain. Terjadinya perbudakan pada 
zaman dulu disebabkan karena para raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat 
membutuhkan orang yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk miskin 
yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan 
karena rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak mengherankan 
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perbudakan hidup tumbuh dengan subur. Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan 
oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa 
pemberian upah dilakukan di luar batas perikemanusiaan.
25
 
Tindakan belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan mengeluarkan 
staatblad 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukan budak-budak ke 
pulau jawa, kemudian tahun 1818 di tetapkan pada suatu UUD HB (regeling 
reglement) 1818 berdasarkan pasal 115 RR menetapkan bahwa paling lambat pada 
tanggal 1-06-1960 perbudakan dihapuskan. 
Selain kasus hindia belanda mengenai perbudakan yang keji dikenal juga istilah 
rodi yang pada dasarnya sama saja. Rodi adalah kerja paksa mula-mula merupakan 
gotong royong oleh semua penduduk suatu desa-desa suku tertentu. Namun hal 
tersebut di manfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan 
pemerintah hindia belanda dan pembesar-pembesarnya. 
Regulasi hukum ketenagakerjaan ini dimulai dari masa kolonial sampai pada 
masa reformasi, semata ditunjukkan untuk membedakan sosial ekonomi buruh. Unsur 
yang berfungsi sebagai tulang punggung gerakan dan manfaat yang dirasakan kaum 
buruh Indonesia ketika babak tersebut berlangsung.
26
 
                                                          
25
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2001, h.1-2 
 
26
Yuliati, Peleksanaan Upah Minimum Kabupaten Bagi Pekerja Bongkar Muat Barang Di 
Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2015), h. 17. 
 
 
36 
Perkembangan hukum perburuhan ditandai oleh lahirnya 4 undang-undang 
yaitu: 
1. Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerja/ serikat 
buruh. 
2. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
3. Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial. 
4. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan pembinaan 
tenaga kerja indonesia di luar negeri. 
Sejarahperkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu berkaitan 
dengan politik hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu. Sejarah 
perkembangan hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi tiga masa yaitu masa sebelum 
proklamasi, masa pasca proklamasi, dan masa pasca reformasi.
27
 
a. Masa sebelum proklamasi 17 agustus 1945 
Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa 
sebelum proklamasi 17 agustus 1945, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 
tiga periode yaitu masa perbudakan, masa penjajahan Hindia-Belanda, dan 
masa penjajahan Jepang. 
b. Masa Pasca Proklamasi 17 agustus 1945 
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Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia pada masa pasca 
proklamasi 17 agustus 1945, pada prinsipnya dapat dibagi dalam dua periode 
yaitu masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto. 
c. Masa Pasca Reformasi 
Pada masa pasca reformasi, dibagi dalam empat masa pemerintahan yaitu 
masa pemerintahan BJ. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, 
masa pemerintahan Megawati, dan masa pemerintahan SBY. 
2. Orang-Orang dan Badan Yang Bersangkutan Dengan Hukum 
Ketenagakerjaan (Perburuhan) 
Yang bersangkutan dengan hukum Ketenagakerjaan (Perburuhan) itu bukan 
hanya buruh dan majikan saja, melainkan juga badan-badan lain seperti organisasi 
buruh, organisasi majikan, dan badan-badan pemerintah. 
a. Buruh dan Majikan 
Pada zaman feudal atau zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan 
“buruh” itu biasanya adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli,mandor, 
tukang dan lain-lain.
28
 Sedangkan didalam undang-undang Nomor 13 tahun 
2003 pasal 1 angka 3 memberikan pengertian buruh/pekerja itu adalah 
“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk 
lain. Sedangkan pengertian dari majikan sendiri didalam undang-undang 
nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 4 adalah “orang perseorangan, 
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pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 
tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 
b. Organisasi pekerja/buruh 
Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak 
dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang 
oleh pihak pengusaha.
29
 Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari 
kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik 
organisasi itu, maka akansemakin kuat. Sebaliknya, semakin lemah, maka 
semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum 
pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau 
organisasi. 
 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh 
memuat beberapa prinsip dasar yakni : 
 Jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja/buruh. 
 Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas buruh/pekerja tanpa 
tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, dan pihak 
manapun. 
 Serikat buruh/pekerja dapat dibentuk beerdasarkan sector usaha, jenis 
pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. 
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 Basis utama serikat buruh/pekerja ada di tingkat perusahaan, serikat 
buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam federasi serikat 
buruh/pekerja. Demikian hal nya federasi serikat buruh/pekerja dapat 
menggabungkan diri dalam konfederasi serikat buruh/pekerja. 
 Serikat buruh/pekerja, federasi dan konfederasi serikat buruh/pekerja 
yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor 
depnaker setempat, untuk dicatat. 
 Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh 
untuk membentuk atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan 
atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh/pekerja. 
c. Organisasi Pengusaha 
Ada dua organisasi pengusaha yang dikenal dalam hukum perburuhan ini, 
yaitu: 
 KADIN 
  KADIN itu adalah singkatan dari Kamers van koophandel en 
nijverhaid in nederlands indie. Yang memiliki tujuan:
30
 
a) Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan 
kepentingan pengusaha Indonesia dibidang usaha Negara, usaha 
koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-
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pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan dunia usaha 
nasional yang sehat dan tertib berdasarkan pasal 33 UUD 1945; 
b) Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang 
memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha 
Indonesia sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam 
pembangunan nasional. 
 APINDO 
 APINDO adalah singkatan dari asosiasi pengusaha Indonesia. Tujuan 
APINDO itu sendiri adalah: 
a) Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan 
layanan kepentingannya didalam bidang sosial ekonomi; 
b) Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan 
kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan 
ketenagakerjaan; 
c) Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program 
peran aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju 
kesejahtraan sosial, spiritual, dan materiil. 
d) Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan 
kebijaksanaan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang 
disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah. 
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d. Pemerintah/Penguasa 
Campur tangan pemerintah/penguasa dalam hukum perburuhan ini 
dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan yang adil, karena 
jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara 
sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka dalam 
hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak 
yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah 
pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan 
untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak. 
3. Perjanjian Kerja 
Didalam KUHPerdata pasal 1313 berisi tentang “yang dimaksud dengan 
perjanjian kerja adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.31 Dengan adanya 
pengrtian tentang perjanjian kerja seperti itu, dapat diambil kesimpulan bahwa 
kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. 
Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan 
kedudukan perjanjian kerja.  
Pengertian mengenai perjanjian seperti itu, akan dilihat bahwa pengertian 
tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga 
tanpa menyebutkan bahwa tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi 
karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUHPerdata, 
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hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak 
lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut 
dibuat. 
Suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai 
perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 
lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 
kekayaan.
32
 
Seperti yang kita ketahui, didalam suatu perjanjian, dikenal adanya asas 
kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Maksud asas tersebut adalah bahwa 
setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, 
asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Atau dengan pengertian lain, atas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan 
seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja 
dan dalam bentuk apa saja. 
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 menegaskan bahwa perjanjian kerja 
dibuat secara tertulis atau lisan. Hal ini dijelaskan pada pasal 51 ayat (1). Perjanjian 
kerja yang dipersyaratkan secara tertulis adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang 
dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 57 ayat (1). Sebagai perbandingan BW 
pun tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk perjanjian kerja. Hal ini ditegaskan 
didalam pasal 1601 d, yaitu: “wanneer eene arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt 
aangegaan, zijn de kosten der akte en andere bijikomende onkosten ten laste van der 
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werkgever”(apabila perjanjian kerja dibuat tertulis, maka biaya akte dan lain-lain 
biaya, ditanggung oleh pengusaha). Secara a contario, karena ada frase “apabila 
perjanjian kerja dibuat tertulis, maka undang-undang memperbolehkan perjanjian 
kerja dibuat tidak tertulis atau lisan”.33 
Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang 
perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan optimal law, karena ketentuan dari 
pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak-pihak yang membuat 
suatu perjanjian.  
Menurut Abdul Kadir Muhammad SH, unsur dalam suatu perjanjian itu termuat 
beberapa unsur:
34
 
a. Ada pihak-pihak 
 Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak 
bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek bisa terdiri dari manusia 
atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri atas manusia, maka orang 
tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. 
b. Ada persetujuan antara para pihak 
 Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan 
untuk mengadakan bargaining atau tawar menawar diantara keduanya, hal 
ini biasa disebut dengan asas konsesualitas dalam suatu perjanjian. 
c. Ada tujuan yang akan dicapai  
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 Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu 
yang ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin 
mereka capai. 
d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan  
 Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, 
yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu 
berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal 
tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.  
e. Ada bentuk tertentu 
 Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu 
perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta, maka akta 
tersebut bisa dibuat secara otentik adalah akta perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk 
itu.  
f. Ada syarat-syarat tertentu 
 Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, 
karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdata ayat satunya 
menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya suatu 
perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah 
pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup 
untuk itu, dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian 
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yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat 
tertentu.  
C. Hak dan Kewajiban sebagai Pengusaha dan Pekerja menurut Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
1. Sebagai Pengusaha35 
a. Hak-hak Pengusaha  
 Berhak atas hasil pekerjaan 
 Berhak untuk memerintah/mengatur tenaga kerja 
 Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 
(pasal 150) 
b. Kewajiban pengusaha 
 Memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 
perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. (pasal 67 
ayat 1) 
 Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan angkutan antar jemput 
bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja 
antar pukul 23.00 s/d pukul 05.00. (pasal 76 ayat 5) 
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 Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (pasal 
77 ayat 1 s/d 4). 
 Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada 
pekerja/buruh. (pasal 79) 
 Pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja 
untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. (pasal 
80) 
 Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh  yang melakukan 
pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah lembur. (pasal 
85 ayat 3). 
 Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 
10 orang maka perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan yang 
mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. (pasal 108 ayat 1). 
 Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada 
pekerja/buruh. 
 Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja. (pasal 
148). 
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 Dalam hal terjadi pemutusan kerja pengusaha diwajibkan membayar 
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima. (156 ayat 1).  
 Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga 
melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka 
pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga 
pekerja/buruh yang menjadi tanggunggannya. (pasal 160 ayat 1). 
 Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (5), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 
ayat (4). 
 Untuk pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. (pasal 90). 
 Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. (pasal 91). 
 Kewajiban pengusaha lainnya bias dilihat dalam pasal 33 ayat (2) 
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2. Sebagai Pekerja36 
a. Hak-hak Pekerja 
 Pasal 5: Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. 
 Pasal 6: Setiap pekerja berHak memperoleh perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha. 
 Pasal 11: Setiap tenaga kerja berHak untuk memperoleh dan/atau 
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai 
dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 
 Pasal 12 ayat (3): Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama 
untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.  
 Pasal 18 ayat (1): Tenaga kerja berHak memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang 
diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 
pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja. 
 Pasal 23: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan 
berHak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan 
atau lembaga sertifikasi. 
                                                          
36
http://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-
no.html(diakses tanggal 15 maret 2018) 
 
 
 
 
49 
 Pasal 31: Setiap tenaga kerja mempunyai Hak dan kesempatan yang 
sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan 
memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri. 
 Pasal 67: Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang 
cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat 
kecacatannya.  
 pasal 78 ayat (2): Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi 
waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib 
membayar upah kerja lembur 
 Pasal 79 ayat (1): Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti 
kepada pekerja. 
 Pasal 80: Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 
kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 
agamanya. 
 Pasal 82: Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 
(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (Satu 
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 
kandungan atau bidan.  
 Pasal 84: Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 
80 dan Pasal 82 berHakmendapatkan upah penuh. 
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 Pasal 85 ayat (1): Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur 
resmi. 
 Pasal 86 ayat (1): Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh 
perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan 
kesusilaan dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama. 
 Pasal 88: Setiap pekerja berHak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
 Pasal 90: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 
 Pasal 99 ayat (1): Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 
 Pasal 104 ayat (1): Setiap pekerja berHak membentuk dan menjadi 
anggota serikat pekerja. 
b. Kewajiban Pekerja 
 Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja 
dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai 
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan 
produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan 
keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
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 Pasal 126 ayat (1): Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib 
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 
 Pasal 126 ayat (2): Pengusaha dan serikat pekerja Wajib 
memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya 
kepada seluruh pekerja. 
 Pasal 136 ayat (1): Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja 
secara musyawarah untuk mufakat. 
 Pasal 140 ayat (1): Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari 
kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja 
Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi 
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. 
 
 
 
 
 
 
 
